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their negligence.

Keywords: Deed; Deregistration Consent; Certificate of Mortgage Right; Execution;
Auction

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akta pernyataan dan
kuasa wuntuk roya yang dibuat dihadapan notaris dalam penggunaan proses
lelang, sama seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan menganalisis perlindungan
hikum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debitur
B3 melakukan wanprestasi bilamana Sertifikat Hak Tanggungannya hilang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggundakan
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian :
Pertama Akta Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya yang dibuat dihadapan notaris
tidak dapat digunakan dalam proses lelang, sebagai pengganti Sertifikat Hak
Tanggungan dalam melakukan eksekusi obyek Jaminan melalui lelang, namun Akta
Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya dapat digunakan setelah lelang. Penggunaan
Akta Pernyataan dan Kuasa untuk Roya ini sebagai pengganti Sertifikat Hak
Tanggungan, syarat administrasi dalam penghapusan Hak Tanggungan atas
Hak Atas Tanah pada Badan Pertanahan Nasional. Kedua, Perlindungan
hitkum terhadap kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan milik debitur yang
wanprestasi yang Sertifikat Hak Tanggungannya adalah dengan melaksanakan
eksekusi melalui penjualan secara bawah tangan dengan memenuhi syarat yang
di atur dalam Pasal 20 avat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan. Kreditur tidak dapat
melaksanakan eksekusi obyek Hak Tanggungan melalui Parate Eksekusi maupun
melalui Pengadilan Negeri (Fiat Eksekusi). Perlindungan hukum yang dapat
ditempuh oleh pihak kreditur, selain melaksanakan penjualan secara bawah tangan
Jjuga dapat berupa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan
tergugat pihak Badan Pertanchan Nasional selaku pihak yang lalai menghilangkan
sertifikat hak tanggungan,; pihak debitur yang wanprestasi selaku sebagai turut

tergugat.

Kata Kunci: Akta; Konsen Roya; Sertifikat Hak Tanggungan; Eksekusi; Lelang

PENDAHULUAN

Dalam memberikan suatu kredit untuk
kepentingan pembiayaan, bank selalu diwa-
jibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-
hatian (Prudential Banking Principles) dalam
menyalurkankredit-kreditnya. Penerapan prin-
sip kehati-hatian (Prudential Banking Prin-
ciples) dalam seluruh kegiatan perbankan
merupakan salah satu cara untuk menciptakan

perbankan yang sehat, yang pada gilirannya
akan berdampak positif terhadap perekono-
mian secara makro.Selain itu, implementasi
Prudential Banking Principles harus diterap-
kan secara menyeluruh, sehingga tidak hanya
menyangku masalah pemberian kredit, tetapi
diimulai saat bank tersebut didirikan, penen-
tuan manajemen yang mementhi uji kecuku-
pan dan kelayakan (fit and proper test) Tidak
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Bersifat Seremonial '

Dengan menerapkan prinsip kehati-ha-
tian, bank tidak dapat memberikan fasilitas
kredit secara mudah. Salah satu persyaratan
untuk mendapatkan fasilitas kredit pemilikan
rumah (KPR) melalui bank yaitu dengan me-
nyerahkan suatu jaminan. Pengertian jami-
nan menurut Rachmadi Usman, yaitu :

“jaminan itu suatu tanggungan yang
dapat dinilai dengan uang, yaitu beru-
pa kebendaan tertentu yang diserahkan
debitur kepada kreditur sebagai akibat
dari suatu hubungan perjanjian utang
piutang atau perjanjian lain. Kebendaan
tertentu diserahkan debitur kepada kre-
ditur dimaksudkan sebagai tanggun-
gan atas pinjaman atau fasilitas kredit
yang diberikan kreditur kepada debi-
tur sampai debitur melunasi pinjaman
tersebut”.?

Setelah semua persyaratan dan ketentuan
yang diminta oleh pihak bank terpenuhi,
maka pihak bank memberikan suatu surat
persetujuan pemberian kredit (Offering Letter
atau SPPK) yang harus ditanda tangani oleh
calon debitur. Selain itu, calon debitur di wa-
jibkan menandatangani akta perjanjian kredit
yang di buat di hadapan seorang notaris dan
akta pemberian hak tanggungan WHT)
yang di buat di hadapan seorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Akta pemberian hak tanggungan terse-

1 Templatoid.2015.Pengertian Prinsip Kehati-hatian
Dalam Pemberian Kredit Dalam Perbankan dan
Pengaturannya di Inddfisia. Artikel dalam
Perbankan, Pengertian Prinsip Kehati-hatian
Dalam Pemberian Kredit Dalam Perbankan
dan Pengaturannya di Indonesia. Hitp://www.
landasanteori.com/2015/10/pengertian-prinsip-
kehati-hatian- dalam.html. Diakses pada tanggal
mlanuan' 2017.

2 Rachmadi Usman . 2008. Hukum Jaminan
Keperdataan. Jakarta - Sinar Grafika, hlm.69.

butgajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan
setempat selambat lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja setelah penandatanganan akta pembe-
n hak tanggungan lengkap beserta warkah
warkah lain yang diperlukan Kantor Pertana-
han. Setelah pendaftaran alggp pemberian hak
tanggungan (APHT), maka kantor pertanahan
menerbitkan suatu Sertifikat Hak Tanggungan
yang merupakan tanda bukti telah tercatat-
nya dan adanya Hak Tanggungan. Di dalam
Sertiﬁkm-[ak Tanggungan memuat irah irah
dengan kata kata, “DEMI KEADILAN BER-
DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.” Sertifikat Hak Tanggungan tersebut
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap, sehingga apa-
bila debitur melakukan wanprestasi, maka
pihak kreditur (bank) dapat melakukan pen-
jualan/lelan

Seorang Notaris yang sekaligus menjabat
sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanahgf§PAT)
wajib menyerahkan kembali sertifikat hak atas
tanah yang telah dibebani hak tanggungan be-
serta sertifikat hak tanggungan dan salinan
akta perjanjian kredit kepada pihak kreditur
yakni dalam hal ini adalah pihak bank. Pihak
kreditur (bank) wajib menyimpan jaminan
tersebut dengan aman, dan dapat memberi-
kan fotocopyan sertifikat hak atas tanah dan
akta perjanjian kredit kepada debitur.

Dalam hal terjadinya kehilangan serti-
fikat hak tanggungan, maka pihak kreditur
(bank) dapat meminta bantuan kepada notaris
untuk dibuatkan akta pernyataan dan kuasa
untuk roya (konsem'oya). Dalam UU Hak
Tanggungan dan Undang Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Un-
dang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Ja-
batan Notaris) sendiri akta pernyataan dan
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kuasa untuk roya (konsen roya) tidak disebut-
kan secara kongkrit dan spesifik.

Keadaan kehilangan sertifikat hak tang-
gungan diatur dalam Pasal 22 ayat (3) UU
Hak Tanggungan, apabila sertifikat seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu serti-
fikat hak tanggungan karena sesuatu sebab
tidak dikembalikan kepada kantor pertana-
han, hal tersebut dicatat pada buku tanah Hak
Tanggungan. Akta konsen roya merupakan
salah satu akta autentik yang dibuat oleh no-
taris atas permintaan kreditur atau pemegang
hak tanggungan sebagai pihak yang memuat
pernyataan pihak kreditur bahwa sertifikat
hak tanggungan debitur yang berada dalam
kekuasaannya telah hilang, rusak, tercecer
atau sebab lainnya, sedangkan utang debitur
telah lunas® Tujuan akta konsen roya yaitu
untuk meroya atau mencoret atau menghapus
hak tanggungan apabila sertifikat hak tang-
gungan hilang.

Dalam hal terjadinya wanprestasi yang
dilakukan oleh debitur, maka pihak kreditur
dapat melakukan tindakan berupa pemberian
surat peringatan pertama sampai dengan su-
rat peringatan ketiga. Namun, apabila sampai
dengan surat peringatan ketiga (SP3) pihak
debitur tetap melakukan wanprestasi, maka
pihak kreditur dapat melakukan eksekusi
jaminan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU
Hakﬁanggungan yang menyatakan:

(1) Apabila debitur cidera janji, maka ber-
dasarkan :

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pe
tama untuk menjual obyek Hak Tang-
gungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, atau

3 Rudi Indrajaya dan Ika Ikmassari. 2016.
Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan
sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan
Yang Hilang. Cetakan 1. Jakarta : Visimedia,
him.53.

E Titel eksekutorial yang terdapat dalam
sertifikat Hak Tanggungan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
obyek Hak Tanggungan dijual me-
lalui pelelangan umum menurut tata
cara yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan untuk peluna-
san piutang pemegang Hak Tanggun-
gan dengan hak mendahulu daripada
kreditor kreditor lainnya.

Dalam ketentuan ketentuan diatas me-
munculkan  kekaburan hukum mengenai
eksekusi jaminan bilamana sertifikat Hak
Tanggungan hilang sedangkan pihak debi-
tur melakukan wanprestasi. Apabila dikait-
kan dengan lelang, salah satu syarat untuk
melakukan lelang yaitu menyerahkan beber-
apa dokumen. Dokumen tersebut salah satu-
nya yaitu salinan atau fotocopy Sertifikat Hak
Tanggungan yang telah dilegalisir. Di sini ter-
dapat suatu pertanyaan, apakah akta konsen
roya tersebut dapat digunakan dalam lelang,
gpma seperti Sertifikat Hak Tanggungan yang
memuat irah irah dengan kata kata, “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETU-
HANAN YANG MAHA ESA” ?

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah akta pernyataan dan kuasa un-
tuk roya (konsen roya) yang dibuat di-
hadapan notaris dapat digunakan dalam
proses lelang, sama seperti Sertifikat Hak
Tanggungan ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum ter-
hadap kreditur dalam melaksanakan
eksekusi jaminan milik debitur yang
melakukan wanprestasi bilamana Serti-
fikat Hak Tanggungannya hilang?

METODE
Dalam rangka penulisan hukum ini, pen-
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ulis menggunakan metode penelitian hukum
normatif, ya'u menurut Peter Mahmud Mar-
zuki adalah suatu proses untuk menemukan
suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum,
maupun doktrin doktrin hukum untuk men-
{@wab permasalahan hukum yang dihadapi®.
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep
baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian tesis ini yang diteliti
adalah kekaburan hukum pada Pasal 20 ayat
(1) UU Hak Tanggungan. Jadi tipe plitian
adalah reform-oriented research. Reform-
oriented research adalah “research which
intensively evaluates the adequacy of existing
rules and which recomends changes to any
rules found wanting. '™

Penelitian dilakukan dengan mengguna-
kan pendekatan konseptual (conceptual ap-
proach) dan pendekatan perundang-undan-
gan (statute approach). Dalam penulisan ini
metode penelitian yang digunakan bersifat
deskri analisis. Bahan hukum yang digu-
nakan berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan Bahan non hukum sep-
erti wawancara/ dialog dengan pejabat yang
paling punya kewenangan (Pejabat Lelang
dan Notaris/PPAT). Bahan-bahan hukum
yang telah dilgipmpokkan kemudian diolah
dan dianalisis dengan langkah berpikir yang
sistematis, dimana bahan hukum primer di-
analisis dengan langkah-langkah normatif
dan dilanjutkan dengan pembahasan secara
preskriptif analisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Akta Pernyataan Dan Kuasa Untuk Roya

4 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum.
Jakarta: Kencana, hlm. 35

5 Ibid, him. 32.

(Konsen Roya)Yang Dibuat Dihadapan
Notaris Sebagai Pengganti Sertifikat Hak
Tanggungan Yang Hilang Dalam Proses
Lelang.

Perjanjian Kredit Merupakan Per-

Jjanjian Pokok yang Memuat Jum-

lah Utang dan sebagai dasar untuk

dibuatnya Hak Tanggungan (Jaminan

Kredit Pada Bank)

Hal yang harus dilaksanakan untuk
mendapatkan pemberian kredit, yaitu
adanya suatu persetujuan atau perjan-
jian antara kreditur atau Bank dengan
debitur atau nasabah yang menerima
kredit. Kesepakatan pinjam meminjam
tersebut  dituangkan kedalam suatu
perjanjian yaitu perjanjian kredit yang
dibuat dibawah tangan ataupun perjan-
jian kredimbuat dengan akta otentik.
Di dalam suatu perjanjian baik dibuat
di bawah tangan ataupun dibuat dengan
akta otentik, para pihak (debitur dan
kreditur) mempunyai hak dan kewa-
jiban yang harus dipenuhi oleh masing
masing pihak.

mtiap kredit yang diberikan ha-
rus dituangkan dalam perjanjian kredit
secara tertulis baik itu dibawah tan-
gan maupun akta autentik, sekurang
kurangnya harus memenuhi Yaitu °
a. Memenuhi keabsahan dan per-

syaratan hukum yang dapat melind-
gpei kepentingan bank;

b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata
cara pembayaran kembali kredit
serta persyaratan persyaratan kredit
lainnya sebagaimana ditetapkan

6  Rachmadi Usman. 2001. Aspek Aspek Hukum
Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, hlm. 267.
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dalam keputusan persetujuan kredit
dimaksud.

Untuk mengetahui kemampuan
dan kemauan nasabah dalam mengem-
balikan pinjaman kredit dengan tepat
waktu, di dalam permohonan kredit,
bank harus mengkaji permohonan
kredit dengan berpedoman prinsip 5
@sebagai berikut 7
1. Character (Kepribadian)

2. Capacity (Kemampuan)

3. Capital (Modal)

4. Collateral (Agunan)

5. Condition of Economy (Kondisi
Ekonomi)

Proses Pembebanan Hak Tanggungan
hingga Terbitnya Sertifikat Hak Tang-
gungan, serta Isi dari Sertifikat Hak
Tanggungan sebagai Jaminan Pelu-
nasan Hutang
Di dalam APHT menurut Pasal 11

ayat (1) UU Hak Tanggungan memuat
hal-hal yang sifatnya wajib dicantum-
kan sedangkan Pasal 11 ayat (2) UU
Hak Tanggungan memuat hal-hal
berupa janji janji yang sifatnya
fakultatif, yang artinya janji janji terse-
but boleh dikurangi ataupun ditambah
asal tidak bertentangan dengan ke-
tentuan yang terdapat dalam UU Hak
Tanggungan. Untuk memenuhi asas
spesialitas dari Hak Tanggungan, baik
itu mengenai subjek, objek maupun
utang yang dijamin, maka menurut
ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU
Hak Tanggungan bahwa di dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan wajib di-

7 Adran Sutedi. 2012. Hukum Hak Tanggungan.
Jakarta : Sinar Grafika., him.13-14.

8

cantumkan.”

Ketentuan mengenai isi APHT
tersebut sifatnya wajib bagi sahnya
pemberian Hak Tanggungan, apabila
isi APHT tidak dicantumkan secara
lengkap maka APHTnya menjadi batal
demi hukum’. Jadi dalam membuat
suatu APHT harus dan wajib mencan-
tumkan semua hal-hal yang diatur
dalam Pasal 11 ayat (1) UU Hak Tang-
gungan, dan tidak dapat hanya mencan-
tumkan sebagian hal saja, karena untuk
memberikan asas spesialitas kepada
Hak Tanggungan baik subjek, objek
dan utang. Sehingga tidak merugikan
para pihak baik kreditur/bank, debitur,
maupun pemberi Hak Tanggungan/pe-
milik jaminan.

Janji janji yang tercantum dalam
Pasal 11 ayat (2) UU Hak Tanggungan
tersebut merupakan tindakan preven-
tif pihak kreditur/bank untuk semaksi-
mal mungkin agar objek jaminan tetap
mempunyai nilai yang tinggi, khususn-
ya pada waktu eksekusi. Karenanya,
“sedapat mungkin semua kemungkinan
mundurnya nilai objek jaminan, se-
bagai akibat dari ulahnya pemberi jami-
nan atau karena suatu malapetaka,

diantisipasi.” '"Walaupun secara
teoritis para pihak bisa lalai (lupa) un-

Sutan Remy Sjahdeini. 1999. Hak Tanggungan
Asas Asas Ketentuan Ketentuan Pokok Dan
Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan
(Suatu Kajian Mengenai Undang undang Hak
alggimgun, Bandung : Alumni, him.143.

Boedi Harsono. 1997. Hukum Agraria Indonesia,
Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta :
Djambatan, hlm g§8.

J.Satrio. 1997. Hukum Jaminan, Hak Jaminan
Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I. Bandung
: Citra Aditya Bakti, him. 290.
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tuk memperjanjikannya, namun karena
dalam praktiknya janji janji itu sudah
tercetak dalam blanko, yang wajib
digunakan PPAT, maka janji janji itu
Ergkts tidak pernah ketinggalan dalam
Akta Pemberian Hak Tanggungan."
Blanko yang sekarang digunakan
PPAT dalam membuat APHT adalah
berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional depublik Indo-
nesia (PERKABAN) Nomor 8 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peratu-
ran Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomorn24 Tahun 1997 tentang Pen-
daftaran Tanah. Kewajiban pendafta-
ran Pemberian Hak Tanggungan oleh
PPAT ke Kantor Badan Pertanahan
Nasional adalah untuk memenuhi asas
publisitas. Hal ini diatur dan diterang-
kan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1)
UU Hak Tanggungan, yaitusalah satu
asas Hak Tanggungan adalah asas pub-
lisitas. Oleh karena itu didaftarkannya
pempgyian Hak Tanggungan merupa-
kan syarat mutlak untuk lahirnya Hak
Tanggungan tersebut dan mengikatnya
HalggTanggungan terhadap pihak keti-
ga. Akta Pemberian Hak Tanggun-
gan yang tidak didaftarkan pada Kan-
tor Badan Pertanahan, walaupun telah
sempurna dalam pengikatan dan pen-
andatanganan (oleh para pihak, Pejabat
Pembuat Akta Tanah, dan saksi saksi)
maka Hak Tanggungan tidak dan belum
lahir, “yang baru lahir yaitu janji un-
tuk memberikan Hak Tanggungan.”'?

Ibid

Rachmadi Usman. Op.cit, hlm.453.

Tanah. Hal tersebut sebagaimana dia-
tur dan ditegaskan menai bentuk
sertifikat Hak Tanggungan dalam Pasal
1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara
Agraria/ gfgpala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1996 ten-
tang Bentuk Surat Kuasa Membeban-
kan Hak Tanggungan, Akta Pemberian
Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak
Tanggungan, dan Sertifikat. Pada sam-
pul sertifikat hak tanggungan terdapat
titel dsekutorial berupa irah irah den-
gan kata kata “Demi Keadilan Ber-
dasarkan Ketuhanan YangiMaha Esa”.
Pengaturan irah irah pada sertifikat hak
tanggungan diatur dalam Pasal 14 ayat
(2) dﬁa(3) UU Hak Tanggungan. Jadi
suatu Sertifikat Hak Tanggungan yang
dikeluarkan oleh Kantor Badan Per-
tanahan Nasional mmpunyai kekua-
tan hukum yang disamakan dengan
suatu putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, untuk melakukan eksekusi atas
obyek jaminan hak tanggungan bila-
mana debitur melakukan wanprestasi.

Prosedur Pembuatan, Isi dan Kedudu-
kan Akta Konsen Roya

dalam hal sertifikat hak tanggun-
gan hilang maka dalam proses pen-
coretan hak tanggungan hanya dicatat
pada buku tanah Hak Tanggungan. Hal
ini sebagaimana di atur dalam Pasal 22
ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Tanggun-
gan. Adapun yang menjadi syarat untuk
proses roya Hak Tanggungan adalah
.13
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pemohon

13 Rudi Indrajaya dan lka Ikmassari, Op.cir, him.52.
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2. Asli Sertifikat Hak atas Tanah
atau HakMilik Atas Satuan Rumah
Susus

3. Sertifikat Hak Tanggungan, jika
tidak ada sertifikat hak tanggun-
gan maka dibuatkan penggantinya,
yaitu Akta Konsen Roya atau Akta
Izin Roya Hak Tanggungan
Permohonan

5. Swurat pengantar permohonan roya
dari bank (Surat Roya).

Syarat pada nomor 3 tersebut diketa-
hui bahwa dalam praktik kebiasaan dikenal
dengan istilah Akta Konsen Roya atau Akta
Izin Hak Tanggungan'®.Dalam ilmu hukum,
kebiasaan tersebut dapat dikatakan menjadi
salah satu sumber hukum formal'® selain un-
dang undang karena tidak ada undang un-
dang yang mengatur tentang Akta Izin Roya
Hak Tanggungan dan dapat diterima secara
hukum sebagai konsekuensi dari adanya
kewenangan notaris.!”

Dasar kewenangan notaris untuk mem-
buatkan Akta Konsen Roya (Akta Pernyat-
aan dan Kuasa Roya) adalah dengan adanya
Laporan Kehilangan atau Surat Keterangan
Tanda Laporan Kehilangan yang dikeluar-
kan oleh Kantor Kepolisian. “Kreditur atau
Debitur harus membuat laporan ke Kantor
Kepolisian bahwa sertifikat Hak Tanggun-
gan lmng dengan membawa fotokopi Serti-
fikat Hak atas Tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun.”'® Akta Konsen Roya

14 Ibid.
15 , hlm.53.

16  C.S.T.Kansil. 1989. Pengantar llmu Hukum dan
Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka,
him.46.

17 Rudi Indrajaya dan Ika Ikmassari. Op.cir, hlm.57-
58.

8 Ibid, hlm. 53.

menurut Robensjah Sjachran, Notaris dan
PPAT di Kota Banjarmasin adalah'

“akta otentik yang dibuat di hadapan no-
taris atas permintaan Bank (pihak Bank)
dimana isinya memuat pernyataan bah-
wa Sertifikat Hak Tanggungan yang
hilang (berdasarkan Surat Keterangan
Hilang dari Kantor Kepolisian) dan se-
lanjutnya Bank memberikan kewenan-
gan kepada Kantor Pertanahan setem-
pat untuk menghapus atau meroya Hak
Tanggungan (dengan alasan hutang
debitur telah lunas).”

Akta Konsen Roya menurut Linda
Kenari, Notaris dan PPAT di Kota
Banjarmasin adalah “Akta yang menjelas-
kan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan yang
mengikat Sertifikat Hak Milik atau Hak
Guna Bangunan dilepgﬂskan dari suatu ika-
tan Hak Tanggungan.” Sedangkan Menurut
Gianto,SH, Notaris dan PPAT di Kota
Banjarmasin,?!

“Akta Konsen Roya identik dengan
Akta Pernyataan dan Kuasa untuk Roya
yang berisi tentang suatu pernyataan dari
pihak kreditur/bank yang memuat keteran-
gan bahwa debitur telah berutang kepada
kreditur dengan menggunakan jaminan
berupa Hak Tanggungan dengan disebut-
hm atau dipaparkan objeknya berdasarkan
Akta Pemberian Hak Tawungan, bahwa
Sertifikat Hak Tanggungan yang dibebankan
pada suatu Hak Atas Tanah tersebut hilang

19 Wawancara dengan Robensjah Sjachran , Notaris
dan PPAT di Kota Banjarmasin. tanggal 14
November 2017

20 Wawancara dengan Linda Kenari, Notaris dan
PPAT di Kota Banjarmasin. tanggal 13 September
2017.

21 Wawancara dengan Gianto, Notaris dan PPAT
di Kota Banjarmasin. tanggal 18 September
2017.
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yang dibuktikan dengan surat keterangan
hilang dari Kantor Kepolisian Setempat, se-
dangkan utang debitur telah dibayar lunasm
dan pihak kreditu menyetujui dan memberi-
kan kuasa untuk melaksanakan penghapusan
Hak Tanggungan (Roya)”

Jadi Isi dari Akta Konsen Roya (Perny-
ataan dan Kuasa Roya) yang dibuat dihada-
pan notaris adalah pernyataan pernyataan
atau keterangan keterangan dari kreditur atau
bank bahwa debitur telah benar berutang ke-
pada kreditur (disebutkan nomor dan tanggal
akta perjanjian kredit Jadi Isi dari Akta Kon-
sen Roya (Pernyataan dan Kuasa Roya) yang
dibuat dihadapan notaris adalah pernyataan
pernyataan atau keterangan keterangan dari
kreditur atau bank bahwa debitur telah benar
berutang kepada kreditur (disebutkan no-
mor dan tanggal akta perjanjian kredit) den-
gan menggunakan Hak Tanggungan, dan
dipaparkan objek jaminannya berdasarkan
Akta Pemberian Hak Tanggungan (disebut-
kan nomor dan tanggal Akta Pemberian Hak
Tanggungan; disebutkan juga nomor dan
tanggal Sertifikat Hak Tanggungan); juga
memaparkan Sertifikat Hak Tanggungan yang
dibebankan pada objek jaminan tersebut hi-
lang, yang dilandaskan pada Surat K eterangan
tanda laporan kehilangan dari Kantor Kepoli-
sian, sedangkan semua utang debitur (segala
bunga, biaya biaya, denda denda dan ongkos
ongkos) telah dibayar lunas, dan pihak kredi-
tur menyetujui dan memberikan kuasa untuk
melaksanakan pencoretan atau penghapusan
hak tanggungan pada suatu obyek jaminan
hak atas tanah.

Akta Konsen Roya (Pernyataan dan
Kuasa Roya) yang dibuat dihadapan notaris,
kedudukannya sebagai pengganti Sertifikat
Hak Tanggungan yang tidak ada atau hilang
sebagai syarat untuk melakukan roya atau

pencoretan Hak Tanggungan pada Hak Atas
Tanah. “Berbeda halnya dengan Sertifikat Hak
Atas Tanah, jika sertifikat tersebut hilang atau
rusak, maka bisa diterbitkan sertifikat peng-
ganti, untuk Sertifikat Hak Tanggungan tidak
diterbitkan adanya sertifikat pengganti.”?
Pengaturan adanya penerbitggggsertifikat hak
atas tanah pengganti diatur dalam Pasal 57
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 sedangkan untuk penerbitan Ser-
tifikat Hak Tanggungan pengganti masih be-
lum ada pengaturannya.

Dengan hilangnya Sertifikat Hak Tang-
gungan sebagai salah syarat kelengkapan do-
kumen untuk proses lelang, maka tidak dapat
dilakukm lelang di Kantor Pelayanan Ke-
kayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karena
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Le-
lang (KPKNL) menjalankan amanat Pasal 6
juncto Pasal 14 UU Hak Tanggungan yaitu
melakukan lelang berdasarkan titel eksekuto-
rial pada Sertifikat Hak Tanggungan®.

Akta Pernyataan dan Kuasa Roya (Kon-
sen Roya) yang dibuat dihadapan notaris
tidak dapat digunakan dalam proses lelang,
sebagai pengganti sertifikat Hak Tanggun-
gan dalam melakukan eksekusi obyek jami-
nan melalui lelang. Namun Akta Pernyataan
dan Kuasa Roya (Konsen Roya) dapat digu-
nakan setelah lelang atau setelah terdapatnya
pemenang lelang. Akta Pernyataan dan Kuasa
Roya (Konsen Roya) yang dibuat dihadapan
notaris sebagai pengganti sertifikat Hak Tang-
gungan untuk memenuhi syarat administatif
dalam penghapusan atau pencoretan (roya)
hak tanggungan pada hak atas tanah pada

22 Rudi Indrajaya dan Ika Ikmassari.Op.cif, hlm.55.

23 Wawancara dengan Nanang Ansari, Pejabat
Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Kota Banjarmasin. tanggal 14
September 2017.
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Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur
Dalam Melaksanakan Eksekusi Jaminan
Milik Debitur Yang Melakukan Wanpres-
tasi Bilamana Sertifikat Hak Tanggungan-
nya Hilang.

Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur

Sebagai Dasar Salah Satu Syarat un-

tuk Pengajuan Lelang

Nasabah atau debitur yang telah
mendapatkan fasilitas kredit dari kredi-
tur atau bank baik berupa kredit pemi-
likan rumah ataupun kredit modal kerja,
maka debitur memiliki kewajiban un-
tuk mengembalikan utangnya beserta
bunga yang diperjanjikan dengan lancar
sesuai perjanjian kredit yang telah ditan-
dangani. Namun tidak semua nasabah
atau debitur tersebut dapat mengemba-
likan utangnya beserta dengan bunga
yang diperjanjikan dengan lancar. Aki-
batnya nasabah atau debitur tidak dapat
membayar lunas utang beserta bunga
yang telah diperjanjikan, maka akan
terlihat perjalanan pembayaran kredit
menjadi kurang lancar bahkan menjadi
terhenti atau macet. Keadaan tersebut
menurut hukum perdata disebut dengan
wanprestasi atau ingkar janji. Apabila
macam macam wanprestasi dihubung-

la'l dengan kredit macet, maka ada 3

(tiga) macam perbuatan yang tergolong

wanprestasi, yaitu :**

1. Nasabah sama sekali tidak dapat
membayar angsuran kredit beserta
bunganya

2. Nasabah membayar sebagian ang-

24 Gatot Supramono. 2009. Perbankan dan Masalah
Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis. Jakarta :
Rineka Cipta,, him.268-269

suran kredit beserta bunganya.
Pembayaran angsuran kredit tidak
dipersoalkan apakah nasabah telah
membayar sebagian besar atau seba-
gaian kecil angsuran, tetap tergolong
kreditnya sebagai kredit macet.

3. Nasabah membayar lunas kredit be-

serta bunganya setelah jangka waktu
yang diperjanjikan berakhir. Nasabah
terlambat membayar lunas hutangn-
ya, hal ini tidak termasuk nasabah
membayar lunas setelah perpanjan-
gan jangka waktu kredit yang telah
disetujui bank atas permohonan na-
sabah, karena telah terjadi perubahan
perjanjian yang disepakati bersama.
Sebelum pihak kreditur melakukan
penyitaan jaminan milik debitur, dalam
hal adanya tunggakan pada pembayaran
angsuran maka secara hukum pihak
kreditur atau bank memiliki hak un-
tuk memberikan surat peringatan atau
somasi kepada debitur atau nasabah
yang lalai dalam memenuhi kewggiban-
nya untuk membayar angsuran. Hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 852/K/Sip/1972 Somasi
atau surat peringatan dilakukan sampai
3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh
tempo atau saat dimana si pihak yang
menerima seharusnya telah melakukan
pemenuhan kewajiban berdasarkan per-
janjian atau menurut undang undang.
Somasi atau surat peringatan diatur
dalam Pasal 1243 dan Pasal 1238
KUH Perdata. Apabila somasi atau su-
rat peringatan yang pertama sampai
dengan ketiga telah diterima oleh pihak
debitur, namun tetap tidak memenuhi
prestasi sebagaimana yang diperjanji-
kan dan juga tidak ada itikad baik sama
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sekali untuk memenuhi prestasi. Maka
jalan keluar yang dapat ditempuh oleh
pihak kreditur atau pihak bank adalah
dengan melaksanakan eksekusi terha-
dap jaminan milik debitur yang telah
diikat dengan hak tanggungan seba-
gaimana dengan tercantum dalam per-
janjian kredit.

Perlindungan Hukum Kreditur Den-
gan Melaksanakan Eksekusi Di bawah
Tangan Dan Parate Eksekusi

Selain melakukan eksekusi dengan
melalui pelelangan umum, para pihak
(kreditur dan debitur) juga diberikan
perlindungan oleh UU Hak Tanggun-
gan dengan melaksanakan eksebsi
jaminan secara bawah tangan. Hal
ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU

ak Tanggungan yang menyatakan,
as kesepakatan pemberi dan pemeg-
ang Hak Tanggungan, penjualan obyek

Hak Tanggungan dapat dilakasanakan

di bawah tangan jika dengan demikian

itu akan diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan semua pihak.

Syarat syarat yang harus dipenuhi
untuk melaksanakan eksekusi obyek
jaminan Hak Tanggungan di bawah tan-
gan, yaitu =:

1. Adanya kesepakatan antara pemberi
Hak Tanggungan dan pemegang Hak
Tanggungan;

2. Dilaksanakan dalam rangka mem-
peroleh harga tertinggi dan demi
menguntungkan semua pihak;

3. Memenuhi syarat yang ditentukan
dalam Pasal 20 ayat (3) UU Hak
Tanggungan.

Rachmadi Usman. Op,cit,, hlm.495.

Ketentuan untuk melaksanakan ek-
sekusi dibawah tangan menurut Pasal
20 ayat (3) UU Hak Tanggppgan yaitu
:Pelaksanaan penjualan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu)
bulan sejak diberitahukan secara tertu-
lis oleh pemberi dan/ atau pemegang
Hak Tanggungan kepada pihak pihak
yang berkepentingan dan diumum-
kan sedikit dikitnya dalam 2(dua) su-
rat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan dan/atau media massa
setempat, serta tidak ada pihak yang
menyatakan keberatan. Setelah adanya
kesepakatan antara pemberi Hak Tang-
gungan (debitur) dan pemegang Hak
Tanggungan (kreditur) dan memenuhi
syarat yang terdapat dalam Pasal 20
ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan,
maka debitur diberikan kesempatan dan
diberikan peluang untuk menawarkan
dan mencari pembeli sendiri sebelum
obyek jaminan Hak Tanggungan dijual
melalui lelang. Sehingga debitur men-
dapatkan harga yang sesuai dengan
yang diharapkannya atau paling tinggi
dan mendapatkan sisa atau selisih dari
pelunasan kredit miliknya.

Jadi pihak kreditur atau bank tidak
dapat melaksanakan eksekusi atau pen-
jualan obyek jaminan Hak Tanggungan
secara bawah tangan guna pelunasan
kredit debitur apabila debitur tidak me-
nyetujuinya. Karena dalam melaksana-
kan eksekusi obyek jaminan Hak Tang-
gungan harus memenuhi syarat yang
terdapat pada Pasal 20 ayat (2) dan (3)
UU Hak Tanggungan. Kesulitan yang
sering dialami oleh pihak kreditur atau
bank untuk dapat memperoleh persetu-
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juan dari nasabah atau debitur adalah
pada saat kredit yang diberikan sudah
menjadi macet. Kesulitan untuk mem-
peroleh persetujuan dari debitur atau
nasabah tersebut dapat terjadi, “mis-
alnya karena nasabah debitur yang tidak
lagi beritikad baik tidak bersedia dite-
mui oleh bank atau telah tidak diketahui
lagi dimana
keberadaannya."z()Tindakan agar
bank atau kreditur setelah kredit di-
berikan tidak megalami kesulitan yang
demikian, bank pada waktu kredit di-
berikan mensyaratkan agar di dalam
perjanjian kredit diperjanjikan bahwa
bank diberikan kewenangan untuk da-
pat menjual sendiri agunan tersebut
secara di bawah tangan atau meminta
kepada debitur untuk memberikan
surat kuasa khusus yang memberikan
kekuasaan kepada bank untuk dapat
menjual sendiri agunan tersebut secara
di bawah tangan®” Jadi eksekusi obyek
jaminan Hak Tanggungan melalui
penjualan secara bawah tangan tidak
ada mensyaratkan untuk menunjukkan
atau memperlihatkan Sertifikat Hak
Tanggungan, sehingga walaupun Ser-
tifikat Hak Tanggungan atas obyek ja-
minan hilang (akibat kelalaian oknum
kantor pertanahan ataupun oknum per-
bankan) maka masih tetap dapat dilak-
sanakannya eksekusi obyek jaminan
hak tanggungan melalui penjualan di
bawah tangan. Namun eksekusi obyek
jaminan hak tanggungan melalui pen-
jualan di bawah tangan tidak dapat
dilaksanakan, apabila tidak memen-
uhi syarat yang di atur dalam Pasal 20

Lambung Mangkurat Law Journal @ Vol 3 Issue 2, September (2018)

ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan.
Debitur atau nasabah yang tidak lagi
beritikad baik tidak bersedia ditemui
oleh bank atau telah tidak diketahui
lagi dimana keberadaannya sehing-
ga kesulitan untuk mendapatkan per-
setujuan debitur dalam melaksanakan
eksekusi obyek jaminan, maka pihak
kreditur dapat menggunakan fasili-
tas parate eksekusi yang diatur dalam
Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Dalam
melaksanakan eksekusi obyek jaminan
Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6
UU Hak Tanggungan, pihak kreditur
atau pemegang Hak Tanggungan di-
berikan kemudahan yaitu berupa hak
atas kekuasaannya sendiri untuk mel-
aksanakan eksekusi Hak Tanggungan
bila debitur melakukan wanprestasi
atau cidera janji. Hakaang diberikan
kepada kreditur atau pemegang Hak
Tanggungan untuk menjual obyek ja-
minan Hak Tanggungan atas kekua-
saannya sendiri menurut Pasal 6 UU
Hak Tanggungan adalah kreditur atau
pemegang Hak Tanggungan pertama.
Melalui Pasal 6 UU Hak Tanggun-
gan, menurut  J.Satrio dalam buku
Janji Janji (Bedingeng) dalam Akta
Hipotek dan Hak Tanggungan seba-
gaimana dikutip oleh Rachmadi Us-
man yaitu pembuat undang undang
bermaksud untuk memberikan suatu
kedudukan yang kuat kepada pemeg-
ang Hak Tanggungan, dengan mem-
berikan suatu hak yang sangat ampuh
yang disebut parate eksekusi. Karena
yang diberikan itu berupa hak, maka
dalam hukum berlaku prinsip terserah
kepada pemilik hak akan mengguna-
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untuk tidak memanfaatkan hak yang
diberikan kepada orang atau pihak
tertentu.

Keberadaan hak parate eksekusi
pada kreditur pemegang Hak Tanggun-
gan pertama sebagai upaya pemenuhan
piutang kreditur telah dikuatkan oleh
Mahkamah Konstitusi Republik Indo-
nesia melalui Putusan Nomor 70/PUU-
VIII/2011 tanggal 05 Desember 2011.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
menyatakagy apabila debitur wanpres-
tasi, maka pemegang Hak Tanggungan
pertama mempunyai hak untuk menjual
obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri  melalui  Pelelangan Umum
serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan lelang tersebut tan-
pa meminta fiat pengadilan.

Dokumen-dokumen  persyaratan
lelanaobyek jaminan Hak Tanggun-
gan, eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU
Hak Tanggungan oleh KPKNL (contoh
persyaratan yang diminta oleh KPKNL
Banjarmasin), yaitu
1. Surat Permohonan Lelang;

2. Surat Penetapan Nilai Limit
3. Daftar Barang Yang Akan diLelang;
4. Surat Penunjukkan Pejabat Penjual;
5.Surat Tentang Informasi Rekening
Untuk Penyetoran Hasil Bersih Lel-
ang;
6. Daftar Perincian Hutang;
7. Surat-Surat Pernyataan, berupa :
a. Surat Pernyataan Debitur telah
cidera janji (wanprestasi);
b. Surat Pernyataan tidak ada gu-
gatan perdata dari pihak ketiga
selain debitur, suami/isteri debi-

tur terkait kepemilikan atas ob-
jek yang dilelang;

c. Surat Pernyataan nilai limit
ditetapkan berdasarkan hasil
penilaian dari penilaian den-
gan menyebutkan nama penilai,
nomor dan tanggal laporan
penilaian (Apabila nilai lim-
it kurang dari sampai dengan
Rp.1.000.000.000,-)

8 Perjanjian Kredit dan Addendumnya
epabila ada);

9 Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)
dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
(APHT);

10.Dokumen Kepemilikan;

11.Surat Peringatan I, [1, dan I1I;

12.Syarat tambahan lainnya/dokumen
lainnya seperti Rincian atau outstand-
ing terakhir;

13.Laporan Penilaian atau Penaksiran
Dokumen yang dilengkapi setelah
adanya penetapan :

I. Surat Pemberitahuan Lelang ke
debitur;

2. Surat Keterangan Posisi Tanah
(SKPT);

3. Bukti Pengumuman Lelang 1 (Se-
baran) dan Bukti Pengumuman Lel-
ang Il (Koran)

File Foto Obyek Lelang dalam ben-
tuk JPEG, JPG maksimal 2 MB yang
dikirim ke lelangbjm(@gmail.com (un-
tuk Electronic Auction) Dokumen do-
kumen persyaratan dalam melakukan
lelang adalah wajib dipenuhi, sehingga
apabila salah satu dokumen tidak terpe-
nuhi maka tidak dapat dilaksanakan lel-
ang. Dengan hilangnya atau tercecernya
Sertifikat Hak Tanggungan (akibat dari

26 Ihidhim kannya atau tidak. Tidak ada larangan

. . i P — . kelalaian oknum pihak Kantor Badan
27  Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, 28 Rachmadi Usman. Op,cit, hlm.491.
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29

30

Pertanahan Nasional atau oknum
pihak perbankan) sebagai salah satu
syarat kelengkapan dokumen untuk
proses lelang, maka tidak dapat dilaku-
E‘l lelang berdasarkan parate eksekusi
di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL). Hal ini dikarena-
kan adanya penolakan dari pejabat Le-
lang dengan dasar tidak terpenuhinya
atas kelengkapan persyaratan dokumen
dokumen dalam lelang.

Perlindungan Hukum Kreditur Den-
gan Melaksanakan Eksekusi Obyek
Hak Tanggungan Melalui Pengadilan
(Fiat Eksekusi)

Eksekusi yang dapat dilakukan
pihak kreditur atau bank terhadap obyek
jaminan yang telah dibebankan Hak
Tanggungan selain melalui penjualan di
bawah tangan dan penjualan obyek ja-
minan Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri dilakukan tanpa melalui pen-
gadilan (parate eksekusi) adalah ek-
sekusi obyek Hak Tanggungan melalui
Pengadilan Negeri. Sehingga eksekusi
obyek Hak Tanggungan melalui Pen-
gadilan Negeri merupakan jalan keluar
atau alternatif terakhir setelah upaya
penjualan di bawah tangan maupun
penjualan atas kekuasaan atas kekua-
saan sendiri (parate eksekusi) men-
galami kegagalan®®. Secara singkatnya,
persyaratan dokumen yang diperlukan
untuk lelang eksekusi melalui Pengadi-
lan :*

M. Khoidin. 2017. Hukum Jaminan Hak Hak

Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak
Tanggungan Cetakan Kedua. Surabaya : Laksbang
Yustitia Surabaya hlm.151

Rachmadi Usman. 2016. Hukum Lelang. Cetakan
Pertama. Jakarta : Sinar Grafika,, hlm.125-126.

8

I. Salinan atau E)tokopi Putusan dan/
atau Penetaparﬁengadilan;

2 Salinan atau fotokopi Penetapan
Aanmaning atau teguran kepada
tereksekusi dari Ketua Pengadilan;

3. Salinan atau fotokopi Penetapan
Sita oleh Ketua Pengadilan;

4. Salinan atau fotokopi Berita Aca-
ra Sita;

5. Salinan atau fotokopi Perincian
Utang atau jumlah kewajiban terek-
sekusi yang harus dipenuhi, kecuali
untuk eksekusi pembagian harta
gono gini;

6. Salinan atau fotokopi Pemberita-
huan lelang kepada termohon ek-
kusi;

7. Asli dan.atau fotokopi bukti kepe-
milikan atau hak apabila berdasar-
kan peraturan perundang undangan
diperlukan adanya bukti kepemi-
likan atau hak, atau apabila bukti
kepemilikan atau hak tidak dikua-
sai, harus ada surat pernyataan
atau surat keterangan dari Penjual
bahwa barang barang tersebut tidak
disertai bukti kepemilikan atau hak
dengan menyebutkan alasannya.
Dasar dalam melaksanakan ek-

sekusi obyek Hak Tanggungan mela-

lui Pengadilan Negeri (Fiat Eksekusi)
berdasarkan titel eksekutorial dari Ser-
tifikat Hak Tanggungan adalah adanya
suatu gugatan. Terhadap permohonan
fiat eksekusi pihak Pengadilan Neg-
eri cukup melakukan pemeriksaan
terhadap syarat syarat formal yang
telah ditentukan, salah satunya doku-
men yang diperiksa adalah Sertifikat
Hak Tanggungan. Selain itu, Penjual
(Kreditur) memperlihatkan dokumen
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asli Objek Hak Tanggungan kepada
Pejabat Lelang Sebelum dilaksanakan
lelang, hal ini didasarkan pada Pasal 21
Permenkeu Nomor 27/PMK.06/2016.
Dengan demikian, dalam hal Sertifikat
Hak Tanggungan hilang (akibat dari
kelalaian oknum pihak Kantor Badan
Pertanahan Nasional atau  oknum
pihaBJerbankan) dan debitur melaku-
kan wanprestasi maka kreditur tidak
dapat melaksanakan eksekusi obyek
Hak Tanggungan melalui Pengadilan
Negﬁ (Fiat Eksekusi) berdasar-
kan titel eksekutorial dari Sertifikat
Hak Tanggungan. Perlindungan hu-
kum yang dapat ditempuh oleh pihak
kreditur dalam menuntut pemenuhan
prestasi atas debitur macet (wanpres-
tasi) yang Sertifikat Hak Tanggungan-
nya hilang (akibat dari kelalaian ok-
num pihak Kantor Badan Pertanahan
Nasional) adalah dengan mengajukan
gugatan dengan tergugat pihak Badan
Pertanahan Nasional selaku pihak
yang lalai sehingga mengakibatkan
tercecernya sertifikat hak tanggungan;
pihak debitur yang wanprestasi selaku
sebagai turut tergugat. Pendaftaran
pengajuan gugatan perdata tersebut
dapat diajukan ke Pengadilan Negeri
berdasarkan wilayah domisili hukum
terbitnya sertifikat hak tanggungan.
Selain itu, merupakan resiko dari
pihak kreditur atau bank (kelalaian ok-
num perbankan) yang menghilangkan
Sertifikat Hak Tanggungan sehingga
mengakibatkan kehilangan status hak
yang diutamakan atau didahulukan
(hak preferen). Perlindungan hukum
yang dapat ditempuh oleh pihak
kreditur dalam menuntut pemenuhan

prestasi atas debitur macet (wanpres-
tasi) yaitu dengan mengajukan gugatan
perdata atas dasar wanprestasi di pen-
gadilan negeri.

Pengajuaan sampai dengan putusan
gugatan perdata di pengadilan negeri.
memiliki kelemahan yaitu dalam hal
waktu dan hal biaya. Dari segi waktu,
untuk mendapatkan putusan pengadi-
lan yang berkekuatan hukum tetap
diperlukan proses waktu yang cukup
panjang. Hal ini dikarenakan adanya
upaya-upaya hukum melawan putusan
pengadilan seperti banding dan kasasi.
Sedangkan dari segi biaya yang dike-
luarkan, juga memerlukan biaya yang
tidak sedikit hingga mencapai putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap. Hal ini berbanding terbalik den-
gan pemenuhan prestasi debitur (yang
wanprestasi) dengan cara eksekusi Hak
Tanggungan. Dalam penjelasan Umum
angka 9 UU Hak Tanggungan dinya-
takan, salah satu ciri Hak Tanggungan
adalah mudah dan pasti eksekusinya
jika debitur cidera janji. Sehingga den-
gan adanya pelaksanaan eksekusi ber-
dasarkan Hak Tanggungan maka dapat
mempersingkat waktu dan menghemat
biaya dalam pemenuhan prestasi (dalam
rangka pelunasan kredit macet).

PENUTUP

1.

Akta Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya
(Konsen Roya) yang dibuat dihadapan no-
taris tidak dapat digunakan dalam proses
lelang, sebagai pengganti Sertifikat Hak
Tanggungan dalam melakukan eksekusi
obyek Jaminan melalui lelang. Namun
Akta Pernyataan dan Kuasa Untuk Roya
(Konsen Roya) dapat digunakan setelah
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lelang atau setelah adanya pemenang le-
lang. Penggunaan Akta Pernyataan dan
Kuasa untuk Roya (Konsen Roya) ini se-
bagai pengganti Sertifikat Hak Tanggun-
gan, syarat administrasi dalam penghapu-
san Hak Tanggungan atas Hak Atas Tanah
pada Badan Pertanahan Nasional.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur
dalam melaksanakan eksekusi jaminan
milik debitur yang melakukan wanpresta-
si bilamana Sertifikat Hak Tanggungann-
ya hilang (akibat kelalaian oknum pihak
Kantor Badan Pertanahan Nasional atau
oknum pihak perbankan) adalah dengan
melaksanakan eksekusi obyek jaminan
Hak Tanggungan melalui penjualan se-
cara bawah tangan dengan memenuhi
syarat yang di atur dalam Pasal 20 ayat
(2) dan (3) UU Hak Tanggungan. Kredi-
tur tidak dapat melaksanakan eksekusi
obyek Hak Tanggungan melalui Par-
ate Eksekusi maupun melalui Pengadilan
Negeri (Fiat Eksekusi) berdasarkan titel
eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggun-
gan. Jadi perlindungan hukum yang da-
pat ditempuh oleh pihak kreditur, selain
melaksanakan penjualan secara bawah
tangan juga dapat berupa mengajukan gu-
gatan perdata ke Pengadilan Negeri den-
gan tergugat pihak Badan Pertanahan Na-
sional selaku pihak yang lalai sehingga
mengakibatkan tercecernya sertifikat hak
tanggungan; pihak debitur yang wanpres-
tasi selaku sebagai turut tergugat. Alter-
natif lainnya adalah mengajukan gugatan
perdata atas debitur macet (wanprestasi)
dengan dasar wanprestasi di pengadilan
negeri (resiko dari pihak kreditur atau
bank (kelalaian oknum perbankan) yang
menghilangkan Sertifikat Hak Tanggun-
gan schingga mengakibatkan kehilangan

status hak yang diutamakan atau didahu-
lukan (hak preferen).
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